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WALIKOTA SEMARANG DORONG DINAS SOSIAL PERCEPAT 

PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN 

 

Sumber Gambar: 

 https://semarangkota.go.id/packages/upload/photo/2023-09-13/WhatsApp-Image-2023-09-13-at-

22.30.34.jpeg 

 

Isi Berita:  

Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendorong Dinas Sosial untuk 

mempercepat penyaluran santunan kematian bagi ahli waris warga Kota Semarang yang 

meninggal dunia. Hal ini disampaikan pada acara penyerahan santunan kematian bagi 

warga miskin Kota Semarang Tahap I dan II Tahun 2023 di Aula Kecamatan 

Banyumanik, Rabu (13/9). 

“Hari ini Alhamdulillah kita melaksanakan santunan untuk 4 kecamatan yaitu 

Banyumanik, Candisari, Tembalang dan Gajahmungkur. Ini pencairan dana mulai dari 

bulan Mei. Saya minta Dinas Sosial ini agar dilakukan lebih cepat (pencairannya) karena 

kalau (meninggalnya) Mei ini berarti sudah 100 hari,” ungkap Mbak Ita, sapaan akrabnya. 

“Saya minta setiap satu bulan dicairkan. Ini bisa memberikan bantuan dan support untuk 

keluarga yang ditinggalkan. Mungkin nilainya tidak seberapa tapi semoga bermanfaat 

bagi masyarakat yang membutuhkan,” lanjutnya. 

Pemkot Semarang melalui Dinsos pada tahun 2023 ini mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp 4.656.000.000,- untuk diberikan kepada 1.552 ahli waris masing-masing sejumlah Rp 

3.000.000,-.  Syarat penerima santunan kematian yaitu penerima Bansos PKH, BPNT, 

KJS yang masuk DTKS dan P3KE. Mbak Ita optimis jika program santunan kematian ini 

dapat tetap berlanjut ke depannya dengan besaran santunan yang bertambah. 
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“Kalau yang lalu masih Rp 1.750.000,-. kemudian naik Rp 2.500.000,- dan yang terakhir 

ini Rp 3.000.000,-. Tapi intinya saya minta Dinas Sosial untuk mempercepat pencairan. 

Satu bulan (sejak) meninggal, kalau bisa langsung bisa dicairkan. Mungkin ada 

penyederhanaan syarat-syaratnya tapi tetap sesuai ketentuan,” tegas Mbak Ita. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekendar menyampaikan, 

santunan kematian saat ini dibagikan kepada total 477 ahli waris di 16 Kecamatan dengan 

rincian Tahap I (meninggal tanggal 17 Maret – 30 Juni 2023) sejumlah 408 ahli waris dan 

Tahap II (meninggal tanggal 1-31 Juli 2023 ) sejumlah 69 ahli waris. 

“Untuk penyerahan santunan kematian kepada ahli waris menggunakan sistem Virtual 

Account (VA) yang dilaksanakan oleh Bank Jateng. Setiap warga mendapat Rp 

3.000.000,-. Menurut kami jumlah ini termasuk besar dibandingkan daerah lain. Mudah-

mudahan bermanfaat untuk warga masyarakat terutama bagi ahli waris yang ditinggalkan 

mereka yang meninggal dunia,” tandas Heroe. 

 

Sumber Berita: 

1. https://semarangkota.go.id/p/5159/mbak_ita_dorong_dinas_sosial_percepat_penyalu

ran_santunan_kematian#, “Mbak Ita Dorong Dinas Sosial Percepat Penyaluran 

Santunan Kematian”, tanggal 13 September 2023. 

2. https://jateng.tribunnews.com/2023/09/13/mbak-ita-dorong-dinas-sosial-percepat-

penyaluran-santunan-kematian, “Mbak Ita Dorong Dinas Sosial Percepat Penyaluran 

Santunan Kematian”, tanggal 13 September 2023. 

3. https://jateng.wartaglobal.id/2023/09/pemkot-semarang-salurkan-bantuan.html, 

“Pemkot Semarang Salurkan Bantuan Kematian Rp 3 Juta Bagi Warga Miskin”, 

tanggal 14 September 2023. 

4. https://jateng.antaranews.com/berita/508035/pemkot-semarang-alokasikan-rp45-

miliar-santunan-kematian-warga-miskin, “Pemkot Semarang Alokasikan Rp4,5 

Miliar Santunan Kematian Warga Miskin”, tanggal 18 September 2023. 

 

Catatan : 

 Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari 

APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 

2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut : 

a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 



  

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 3 

 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko 

sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau 

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko 

sosial.  

b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat 

hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan 

telah lepas dari resiko sosial.  

c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara 

langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola 

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon 

penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; 

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib 

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun 

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 

 



  

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 4 

 

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial 

meliputi: 

1) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

2) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal. 

3) pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

4) jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak. 

5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata 

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

6) penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 

untuk rehabilitasi. 

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas 

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih 

lanjut dengan peraturan kepala daerah. 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 
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